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ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan Perpres No. 18 Tahun 2015 dan

CATATAN

Permenakertrans No. 16 Tahun 2014, sudah tidak sesuai lagi dan perlu
ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakarjaan tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik negara Bidang
Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15

Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2004, PP No. 7 Tahun 2008, PP No. 71
Tahun 2010, PP No. 45 Tahun 2013, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No.
54 Tahun 2010, Perpres No. 18 Tahun 2015, Kepres No. 42 Tahun 2002,
Kepres No. 121/P Tahun 2014, Permenkeu No. 233/PMK.05/2011,
Permenkeu No. 120/PMK.06/2007, Permenkeu No. 162/PMK.05/2013,
Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, Permenkeu No. 7/PMK.02/2014,
Permenkeu No. 55/PMK.05/2014, Permenkeu No. 246/PMK.06/2014,
Permenkeu No. 4/PMK.06/2015, Permenaker No. 8 Tahun 2015,
Permenkeu No. 104/PMK.06/2015 dan Kepmenaker No. 257 Tahun 2015.

- Pedoman dalam Permen yang mengatur tentang tata cara pengelolaan

keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan,
meliputi mekanisme revisi anggaran, pejabat perbendaharaan negara,
pendelegaian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara,
penatausahaan bendahara, perjalanan dinas, penyelesaian tagihan
negara, pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat
perintah membayar serta pembayaran tagihan yang bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri,
pelaporn keuangan dan pelaporan dan penatausahaan barang milik
negara.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Permenakertrans No.

3 Tahun 2013 dan Permenakertrans No. 16 Tahun 2014, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. - Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal

diundangkan, tanggal 23 Oktober 2015 dan ditetapkan pada tanggal 21
Oktober 2015.



